
BUPATI BANYUMAS 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR : 30 TAHUN 2008 

TENTANG 

PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMBIAYAAN 
PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN 

BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2008 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI BANYUMAS, 

: a. bahwa dalam rangka rneningkatkan de,ajat kcschatan 

khususnyc1 1m1~ya1c1kal mi skin. Pemerintah 

menetapkan Program Pelayanan Ke!=:ehatan bagi 

Masyarakat miskin malalu1 Program JarrInan 

Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS). 

b. bahwa untuk menunjang dan melengkapi pembiayaa11 

pelayanan kesehatan bagi rnasyaraKat rnIskin sesual 

huruf a, telah dialckasikan dana melalu1 bantuan 

sosial dari APBD Kabupaten Banyumas; 

c hahwa agar pernanfaa tan dana dalam huruf b dapat 

tepat sasaran dan tepa t guna perlu diatur 

penggunaan dana l:antuan sosial untuk pelayanan 

kesehatan bagi rnasyara~at rniskin di wilayah 

Kallupalen Banyumas melalu Peraturan Bupati. 

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupatcn da am 

Lingkungan Propins1 Jawa Tengah; 



2. Undang-Undang No11or 23 Tahu'l 1992 tcntang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tat"un 1992 Nornor 100. tambahan Lernb,min Negara 

Republik Indonesia Nomor 3495); 

3. Undani:i-Undang No11or 29 Tahu, 2004 tentang 

Praklik Kedokteran (Lembaran Negara Repuolik 

Indonesia Tarun 2004 Nnmor ·116, Tambahan 

Lembaran Negara Republ!k Indonesia Nomor 4431 ); 

4. Undan9-Undang No11or 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub ik 

Indonesia Tal'un 2004 Nomor 125, Tamhahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Ncrnor L437); 

sebagairT'ana tclah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua alas Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 2CC<I tentang Pernerintahan Oaerah 

(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Repuolik 

Indonesia Norno' 4844) 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahu'l 2004 tentang 

Perirnbangen Keuangan Antara Pcmerintahan Pusat 

Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republi'~ Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lernbaran Negara Rep,1blik 

Indonesia Nomor 4438); 

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

125/MENKESiSK/11/2008 te'llang P;;:uurnan 

1-'enyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 

Masyarakat Tahun 2008; 



Menetapkan 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 

Tahun 2004 tentang Pembentuken, Susunan 

Organisasi dar Tatakerja Oinas K~ehalc111 

Kabupa1en Banyumas (Lembaran Oaerah Kabupaten 

Banyumas Tahun 2004 Nomor 16 Seri D). 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 

Tahun 2004 :entang Pokok-pokok Pengeldaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Oaerah Kabupaten 

Banyumas Tahun 2004 Nomor • 4 Seri E) 

9. Peralura11 Daerah Kabupa ten Ba<1y1.1mas Nomor 4 

Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Bel;;inJa D;;ierah Tahun Anggaran 2008 Kabupaten 

Banyumas (Lembarnn Daer;;ih Kabupaten Banyumas 

Tahun 2008 Nomor 1 Seri A) 

MEMUTUSKAN: 

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN 

DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMBIAYAAN 

PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT 

MISKIN DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 

ANGGARAN 2008 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal ·1 

Dalam Peraturan Bupat, ,ni y;;ing d1maksud dengan : 

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerinlah Kabupa:en Banyumas; 

2. Bupati adalah Bupati Banyunas; 

3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas; 

4. Kepala Oinas Kesehatan adalah Kepala Oinas Kesehatan Kabupaten 

Banyumas; 



5. Pemberi Pelayanan Kesehatan adalah sarana pclayanan kcschotan 

masyarakat yang meliputi Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) 

sebagai pemberi pelayanan kesehatan d::is::ir. R11m::ih S;:ikit sebagai 

pemberi oalayanan kesehatan rujukanltingkat lanjut dan Palang IJlerah 

Indonesia (P"'11i sebagai penyedia darah transfusi; 

6. Bantuan Sosial adalah bantuan biaya pelayanan kesehatan yang 

diberikan masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Banyumas yang diluar 

Program JAMKESMAS; 

7. Peserta JAMKESMAS adalah setiap orang miskin terdaftar berdasarkan 

Keputusan Bupati yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan 

dengan biaya ditanggung Pernerintah me alu, Progrc1m Jarrrimrn 

Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), dibuktikan yang bersangkutan 

memiliki Kartu JAMKESMAS atau Surat Keterangan Tidak Mampu 

(Sr<TM) yong tebh diverifikosi oleh Bag,:m Kesejahteraar Rakyat 

Sekretariat Daera>-i Kabupaten Banyumas; 

8. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) adalah surat keterangan yang 

diberikan kepada masyarakat miskin atau tidak mampu secara ekonomis 

oleh Kepala DesalKelurahan dengan pengesahan dari Carnal setempat. 

BAB II 

SUMRFR OANA 

l-'asal2 

Sumber dana bantuan sosial pelayanan kesehatan bagi masyarakat rn1skin oi 

Kabupaten Banyumas darl Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Banyumas 7 ahun Anggaran :lOU!l. 

BAB Ill 

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA BANTUAN SOSIAL 

Pasal 3 

Pemerintah Daerah memberikan kontribusi dalam menunjang dan melengkapi 

pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang di wilayah 

Kabupaten Banyumas dalam bentuk banluafl s;:isial yang dimanfaatkan untuk 



1) Masyarakat miskin yang tidak terdaftar sebagai peserta Jamkesmas. 

2) Selisih biaya pclayanan t.ransfusi durah yong ditonggung dalam Program 

JAMKESMAS dengan biaya berdasarkan Sural Kepulusan Gubemur 

tentang Biaya Penooanti Penoolahan n;ir:cih yang berlaku. 

3) B1aya obal-obatan/alal kesehatan dtluar formularoum Jaminan Kesehalan 

Mosyarokat sesuui Pedomun Pelaksanaan JAMKESMAS tahun 2008, 

4) Selisih ha·ga diluar jenis paket dan tanf pelayanan kesehatan sesuai 

Pedoman Pelaksanaan JAMKESMAS tahun 2008. 

Pasal 4 

Pc,nyc,lula Dana adalah Sadan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD\ 

Kabupaten Banyumas dan pencairan dana berdasarkan 

permintaan/rekomendasi dari Oinas Kesehatan Kab11paten R:cinyumas 

PasalS 

Mekar.isme penca,ran dana bantuan sosial adalah sebagai berikut 

1) Pcmbcri Peloyonon Kesellatan mengajukan sural permohonan 

permintaan biaya ~eoada Pemerintah Kabupaten melalui Kepala Dinas 

Kesc,llatan dengan mencantumkan jurnlah biaya yarg diperlukan dan 

melampirkan: 

a. Fotocopy Kartu Peserta J~MKESMAS at.-,u SK I M yang telah 

divcrifikosi olch Bogion Kesejahleraan Rakyat Sekretarial Daerah 

Kabupaten Banyumas; 

b. Folocopy SKTM. uagi rnasyarakat miskin yang tidak terdaftar sebagai 

peserta JAMKESMAS 

c F-olocopy Catat.-,n Med1s yang bersangkutan; 

2) Dinas Kesehalan menerbilkan sural jaminan pemb1ayaan yang d1perlukan 

dan selanjutnya masyarakAI miskin pescr1A Jnmkcr.mns dnn dilurir peserta 

Jamkesmas rnendapc1lk.i11 µelnyanan y,mg clibutuhk,m 

3) Pemoeri Pelayanan Ke~ehatan dapat mengajukan ~laim apabila telah 

menyelesa1kan pelayanan dan atau peraw;itan terhadap pasien 

sebagairmma Pas:;I 3, ~epada Uinas Kcschal:in. 



4) Dinas Kesehatan mengajukan permintaan pencairan dana kepada Sadan 

Pergelolaan Keuangan Daerah sesuai aluran µern;c1i1c1n dana APBD yang 

OP.rlaku, selanjutnya oleh D1nas Kesehatan dana d1be' 1kan kepada 

pemberi pelayanan dengan tunai ataupun transfer kc rckcnin9 Pcmbcri 

Pelayanan Kesehatan. 

BAAVI 

f>E::NUIUP 

Pasal 6 

Peraluran Bupoli ini mulai berlaku pada tanggal dlunna'lgkan 

Agar setiap orang mengetahu1nya, memenntahkan pengundargan 

Peraturan l:lupat1 ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Banyumas. 

Diundangkan di l:-tlrwokerto 
pa d a tanggal 10 Jul i 2008 

Dilelapkan di Purwokerto 

pada tan99al ~ 0 JJL lJ08 

Plt. SEKRETARIS DAERAH ii'.Al.l . BANY\JMAS 

~ ~,,,--
:iM. SAl'rroso , SH . M. Hurn 

Pen:bin a Ut ama llluda 

NIP ; 0 10 183 839 

BERITA DAER.AH KAB. BANYUMAS TAHU'.'I 2008 NOl":OR 31 


